BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daam Undang — undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi
Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum adalah Negara
yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga
negaranya’. Jadi segala tingkah laku manusia dadam menjalankan
kebebasan dibatasi kaidah — kaidah / norma hukum agar pelaksanaan
terhadap kebebasan teresebut tidak melanggar hak — hak orang lain yang
bisa menganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, hal ini
sesuai dengan tujuan peraturan perundang — undangan. Sebagaimana
diketahui Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang memiliki
wilayah yang sangat luas, sehingga dalam hal ini tidak mungkin dalam
menyelenggaraan keadilan bagi seluruh rakyat sampai kedaerah — daerah
terpencil.

Untuk itu dalam menyelenggarakan keadilan di daerah — daerah
maka perlu dibentuknya peraturan daerah. Walaupun dalam hirarki
peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang — undangan
yang secara jelas menepati urutan terakhir, karena itu suatu peraturan

merupakan produk hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua

! Moh. Kusnardi, dkk,Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,(Jakarta:Ul

Press,1988),h 153



pihak tanpa terkecuali. Karena itu hukum mempunyai sifat mengatur dan
memaksa demikian halnya dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru
Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum, dibuat juga dalam rangka
untuk mengatur dan menertibkan kegiatan usaha hiburan, dan apabila tidak
bisa diatur maka akan digunakan sifat memaksa, mau tidak mau maka para
pengusaha hiburan umum harus menaati segala isi peraturan daerah
tersebut dan apabila ternyataa masih ditemukan adanya pelanggaran maka
akan di kenakan sanksi.

Peraturan daerah (PERDA) merupakan peraturan yang dibuat oleh
kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama — sama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinss maupun
Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi
daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintahan daerah.
Perda merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang
dimiliki oleh pemerintahan daerah, dan pada dasarnya perda merupakan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang — undangan yang lebih
tinggi, dengan melihat ciri khas masing — masing daerah.

Tujuan utama dari perda adalah memberdayakan masyarakat dan
mengwujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan perda harus

didasarkan oleh asas pembentukan perundang — undangan pada umumnya

? Maria Farida Indrati S. llmu Perundang — Undangan,Cet. Ke-7 (Y ogjakarta: Kanisius,

2007) h. 202



antara lain; memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak
asas manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.®

Peraturan dapat di bedakan yakni peraturan Perundang — undangan dan
peraturan kebijakan. Dalam hal ini peraturan perundang- undangan dimana
kekuasan yang menjadi sumber kewenangan pembentuknya,
jenisnya,fungs dan materi muatannya, sedangkan peraturan kebijakan
peraturan yang mengikat secara umum.

Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah dapat dilihat hal-hal apa sgja
yang dapat menjadikan untuk ajuan agar daerah tersebut menjadi suatu
daerah yang memiliki potensi untuk melaksanakan peraturan yang
dibuatnya.

Adabanyak faktor yang baik atau tidaknya suatu hukum dalam tataran
praktis, pertama, ketentuan hukum tertulis secara substantive, seperti
undang — undang dan ketentuan undang — undang yang lainnya, kedua,
lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kegaksaan, kehakiman, dan
advokat, ketiga kesadaran hukum masyarakat, keempat budaya hukum
yang berkembang di tengah — tengah masyarakat. Keempat faktor ini harus
bersinergi satu sama lainnya untuk dapat mewujudkan penegakakan

hukum yang berkeadilan didalam masyarakat yang pluralis”.

% Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala
Daerah Secara Langsung, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005) h. 131
* Tjahya Supriatna, Sstem admnitrasi Pemerintahan di Daerah (Jakarta ; Bumi

aksara,1996) h. 30



Maka dalam hal ini tidak jauh beda dengan pelaksanaan peraturan itu
karena, peraturan juga merupakan hukum yang harus dijalankan dan
dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dibuat, juga memberikan suatu
pedoman agar tercipta kaedah — kaedah atau norma hukum yang sesuai
dan dapat berjalan dengan baik.

Didalam kaedah atau peraturan hukum terkandung tindakan yang harus
dilaksanakan yang tidak lain berupa penegakan hukum itu, hukum itu
diciptakan untuk dilaksanakan, oleh karena itu, tidaklah mengherankan
jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum,
apabilatidak pernah dilaksanakan.’

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya,
hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya, artinya hukum tidak
mampu untuk mewujudkan sendiri serta kehendak yang tercantum dalam
peraturan hukum itu, maka oleh karena itu pelaksanaan hukum itu tidak
hanya terlihat sebagai perangkat peraturan statis, melainkan sebagai suatu
proses.®

Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan
umum merupakan peraturan daerah yang di buat oleh pemerintah kota
Pekanbaru guna mengatur dan menertibkan tempat hiburan umum yang
ada di kota pekanbaru ini. Sebagaimana yang dimaksud dengan hiburan

umum adalah “suatu jenis pertunjukan,permainan dan atau keramaian

® |shag.Dasar- dasar |lmu Hukum (Jakarta : Sinar Grafika,2008) h. 250

® Ibid h. 251



dengan nama atau bentuk apapun yang di tonton dan atau dinikmati oleh

setigp orang dengan di pungut bayaran, tidak termasuk penggunaan olah

raga atau lapangan yang digunakan untuk umum”.” Jenis — jenis hiburan

yang diatur dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002

adalah :®

8.

0.

Bioskop

Karoake

Pub

Rental Video, CD, dan LCD
Taman Rekreasi/ Taman Pancing
Kebun Binatang

Video Game/ Play Station

Cadfe

Grup Band / Orgen Tunggal (tertutup / terbuka)

10. Billyard

Perkembanngan sektor hiburan merupakan salah satu sektor yang

mengalami perkembangan di kota Pekanbaru, hal ini tentu saja membawa

konsekuensi logis baik yang bersifat positif maupun negatif. Sebagai

daerah yang sedang mengalami perkembangan kota Pekanbaru tentu sgja

memiliki banyak tempat —tempat hiburan dari berbagai kelas.

" Peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum

® 1bid



Salah satu tempat hiburan yang berkembang pesat saat ini di kota
Pekanbaru saat ini adalah Karoake. K eberadaan tempat hiburan ini secara
langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi bagi pendapatan
masyarakat dan pendapatan daerah di kota Pekannbaru. Namun
pemerintah perlu melakukan antisipasi agar keberadaan tempat hiburan ini
tidak disalah gunakan. Kehadiran tempat — tempat hiburan umum dikota
pekanbaru ini memerlukan pengaturan yang jelas, sebaga kota yang
sedang berkembang menuju kota metropolitan.

Sejauh ini keberadaan tempat hiburan umum dikota Pekanbaru banyak
yang melakukan pelanggaran ketentuan terutama pelanggaran ketentuan
waktu oprasional yang diberikan pemerintah kota Pekanbaru. Hal ini dapat
kita temui masih banyaknya beroperasi tempat — tempat hiburan umum di
kota pekanbaru yang melewati batas — batas waktu oprasional yang telah
di tetapkan oleh pemerintah kota pekanbaru dalam Peraturan daerah Kota
Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum, seperti tempat —
tempat karoake, video game/ Playstation yang masih beroperasi pada saat
malam hari yang mana seharusnya tutup karena telah melewati batas
waktu yang telah di tentukan.

Pada dasarnya keberadaan tempat hiburan di kota pekanbaru telah
diatur melalui Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan
umum BAB IV Waktu Oprasional Hiburan Pasal 5 : waktu buka dan

tutup tempat hiburan, namun kenyataannya yang ada di |apangan terdapat :



4.

Bioskop

a. Pagi dibuka pukul 09.00 WIB, Siang dibuka pukul 14.00 WIB
malam dibuka pukul 20.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB dan
pertunjukan tengah malam pukul 24.00 WIB sampai dengan
pukul 02.00 WIB

Karaoke : di buka pukul 08.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB

Video game / Play Station : di buka pukul 08.00 WIB sampai 24

Jam

Billiyard : buka pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB

Jam buka tutupnya tempat hiburan tersebut tentunya tidak sesua

dengan ketentuan jam operasional tempat hiburan berdasarkan Perda

Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum, yang mana di jelaskan pada

Pasal 5:°

1

Bioskop :

a. Pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB

b. Siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB

c. Malam dibuka pukul 20.00 WIB sanpai dengan 23.00 WIB

d. Pertunjukan tengah malam hanya diperbolehkan pada malam
minggu pukul 24.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB

Karaoke :

Dibukadari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB

Pub

% 1bid



Dibukadari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
4. Renta video CD dan LD
Dibukadari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB
5. Taman Rekreasi/Taman Pancing
Dibukadari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
6. Kebun Binatang
Dibukadari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
7. Video/ Play Station
Dibukadari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
8. Café
Dibukadari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB
9. Group band
Dibukadari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
10. Billyard
Dibukadari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00
Dari kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan adanya
beberapa gejala atau fenomena yaitu, kurangnya pengawasan yang
dilakukan Pemerintah kota Pekanbaru atas jam operasional tempat —
tempat hiburan, karena masih banyakntya tempat — tempat hiburan yang
beroperas tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah kota Pekanbaru
nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum, serta masih banyaknya tempat

hiburan yang melanggar jam operasional



Setiap tempat hiburan memiliki daya tarik tersendiri dan memiliki
penikmatnya masing-masing. Kemajuan teknologi merupakan salah satu
faktor pendukung berkembangnya tempat-tempat hiburan di daerah
perkotaan dan salah satu tempat hiburan yang sangat dipengaruhi oleh
memajuan teknologi adalah tempat karaoke. Dalam hal ini, jenis hiburan
umum yaitu karaoke banyak mendominasi di kota Pekanbaru, banyaknya
para pengusaha tempat hiburan yang tertarik untuk membuka usaha tempat
hiburan karaoke dkarenakan banyaknya peminat terhadap hiburan karaoke
di kota Pekanbaru yang akan memberikan keuntungan bagi pengusaha
tempat hiburan karaoke.

Banyak kegiatan operasional tempat hiburan karaoke tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku diantaranya waktu operasional tempat
hiburan umum karaoke iaah dibuka mulai pukul 08.00 WIB sampai
dengan pukul 22.00 WIB, tapi kenyataan dilapangan sangat banyak dan
hampir secara keseluruhan tempat hiburan umum karaoke di kota
pekanbaru melanggar waktu operasional yang telah di tetapkan dalam
Perda

Waktu operasional tempat hiburan umum karaoke yang telah di
tetapkan pemerintah kota pekanbaru dalam peraturan daerah kota
Pekanbaru nomor 3 tahun 2002, seharusnya di patuhi atau dilaksanakan
oleh pemilik usaha tempat hiburan umum karaoke yang telah mengantongi

izin beroperasional di kota Pekanbaru yang di keluarkan oleh Badan
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Pelayanan Terpadu kota Pekanbaru. Adapun tempat hiburan karaoke yang

memiliki izin ialah sabagai berikut :

Tabel 1.1

Data Jumlah Izin Ho Hiburan
Badan Layanan Terpadu Kota Pekanbaru

Tahun 2014
No Pemilik/Merek Jenis Tgl. Ditetapkan
1. | Syarif Qasim/ Lirics Karaoke Keluarga 13 September 2012
2. | Ach. Budi Siswanto, SH/ | Karaoke Keluarga 17 September 2012
PT. NAV JayaMandiri
3. | Muhammad Haris M.Pd/ | Billiard Centre & 20 September 2012
XP Club Karaoke
4. | Jendry/ Karaoke. K.OK Karaoke Keluarga & | 21 September 2012
Café
5. | Sukianto/ Super Idol (CV. | Karaoke Keluarga, 21 September 2012
Mitra Intitama) Billiar & Lounge
6. | Erwin Darmawan/ | Restoran, Karaoke | 21 September 2012
StarCity Square Keluarga, Billiard,
SPA Keluarga
7. | Peng Suyoto/ DivaFamily | Restoran, Karaoke | 26 September 2012
Karaoke Keluarga, Billiard,
SPA Keluarga
8. | Gunawan/ Terminal 8 Bilyard & Karaoke | 26 September 2012
Keluarga
9. | Jendry/ Queen Karaoke Keluarga 9 Oktober 2012
10. | Muhammad Haris/ SP. | Karaoke 9 Oktober 2012
International  Executive
Club
11. | Rudy Jhonson/ Koro - | Karaoke keluarga 19 Oktober 2012
koro Family
12. | Eric Wird/ Black and | Restorant & karaoke | 22 Oktober 2012
White Karaoke
13. | Madjid/ Ratu Ayu Salon & Karaoke 22 Oktober 2012
14. | Ach Budi Siswanto, SH/ Karaoke Keluarga 1 November 2012
PT. Nav Jaya Mandiri
15. | Masiyono. M/ Karaoke Karaoke Keluarga 14 Oktober 2012
Happy Puppy
16. | K. Abdul Karim/ Anggun | Karaoke 21 desember 2012
Karaoke
17. | Edy/Familly Box Karaoke | Karaoke keluarga 3 Januari 2013
18. | Dian Eka Putra/ PT. Studio Family 4 Januari 2013

Global Fareka
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Prospektama

19. | Purnama Als Guant Karaoke/KTV 10 Januari 2013
Bie/Inul Vizta Familly Keluarga
Karaoke

20. | Muhammad Haris/Rp IEC | Karaoke,Billiard,clu | 17 Januari 2013

b

21. | Ach. Budi Siswanto/PT. Rumah  bernyanyi | 21 Maret 2013
NAV BimaPratama Keluarga

22. | Rini Muryanto/Rini Salon | Salon dan karaoke 02 April 2013
dan karaoke

23. | Budi Sukoco/Arena Billiard,Karaoke 1 Mei 2013
Entertainment

24. | Muhammad Haris/ MP. Pub, Karaoke dan |22 Mei 2013
International Executive Play station
Club

25. | Chandra/Ce 7 Pooldan Bliard dan Karaoke | 1 Agustus 2013
KTV

26. | Eva Sondang/Eva Karaoke Executivef | 20 Agustus 2013
Karaoke

27. | Alexandra Tanusina/lK - Karaoke 20 Agustus 2013
Club

28. | Pendi/Harmony Familly Karaoke dan café 20 September 2013

29. | Edy/Familly Box Karaoke Keluarga 03 Desember 2013

30. | Roben Nakata/Happy Karaoke keluarga 03 Desember 2013
puppy

(Sumber: BPT Kota Pekanbaru Tahun 2014)

Berdasarkan dari tabel diatas bahwa tempat hiburan umum karaoke

dikota Pekanbaru yang terdaftar memiliki izin operasiona berjumlah 30

tempat hiburan karaoke. Namun pada kenyataannya tempat hiburan umum

karaoke ini banyak yang melakukan pelanggaran waktu operasional melewati

batas — batas waktu sebagaimana terdapat pada perda hiburan umum kota

Pekanbaru.

Melihat dari fenomena — fenomena pelanggaranyang terjadi dilapangan,

menerangkan bahwa dalam operasional tempat hiburan karaoke sangat kurang

dilakukannya pengawasan terhadap berjalannya operasional tempat hiburan

karaoke di kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan operasional tempat
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hiburan yang telah ditetapkan oleh perda kota Pekanbaru no 3 tahun 2002
tentang hiburan umum.

Berdasarkan hal tersebut disadari dengan beberapa permasalahan yang
terpaparkan di latar belakang diatas maka penulis berkenan untuk meneliti
lebih jauh bagaimana peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah kota
pekanbaru tersebut dengan judul : “Pengawasan waktu Operasional
Tempat Hiburan Umum Kota Pekanbaru di Tinjau dari Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan
Umum”

. Batasan Masalah

Agar pendlitian ini dapat mencapal sasaran yang di inginkan serta tepat
daam melakukan pembahasan dan mudah di pahami, maka penulis
membatasi penelitian ini mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 3 Tahun 2002 khususnya mengena waktu operasional Tempat
Hiburan umum Karaoke di Kota Pekanbaru.

. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gegaa diatas terkait dengan
pelaksanaan waktu operasional tempat hiburan umum kota Pekanbaru,
maka penulis melihat ada beberapa hal yang menjadi permasalahan pokok
dalam penélitianini :

1. Bagaimanakah pengawasan waktu operasional tempat hiburan umum

dikota pekanbaru menurut peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3

tahun 2002 tetang hiburan umum?
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2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan waktu
operasional hiburan umum di kota Pekanbaru?

3. Bagaimana pelaksanaan pemberian sanksi pada tempat hiburan umum
yang melakukan pelanggaran waktu operasional menurut Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Pengawasan waktu operasional tempat
hiburan umum di kota Pekanbaru di tinjau dari Peraturan
daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan waktu operasional tempat hiburan umum di kota
pekanbaru
c. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian sanks terhadap
termpat  hiburan umum yang lakukan pelanggaran waktu
operasional menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor
3 Tahun 2002
2. Manfaat Penelitian
a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis
tentang pelaksanan peraturan daerah tersebut khusus nya
tempat hiburan umum.
b. Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menjadi

sumbangan pemikiran bagi khasanah pengetahuan pembaca
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dan peminat dalam melakukan penelitian terhadap
permasal ahan yang sama di masa yang akan datang.
E. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memeperoleh
suatu hasil penelitian yang maksimal dan baik diperlukan ketelitian,
kecermatan, dan usaha yang gigih. Seiring dengan topik penelitian yang
memfokuskan pada suatu tinjauan yuridis, maka dalam mengumpulkan
dan mengelola data — data dan bahan — bahan, penulis akan menggunakan
metode atau cara berikut :
1. Jenisdan Sifat Penelitian
Dalan melakukan penelitian ini penulis mengunakan metodelogi
penelitian sebagai berikut :
Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong kepada penelitian
sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai penata sosial yang secara riil
dikaitkan dengan gejala sosial yang bersifat empiris™®.
Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat

deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran

19 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; Raja Grafindo, 2010) , h.

133
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tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran
tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih™

2. Lokas Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota pekanbaru khususnya tempat

karaoke yang ada di kota pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih
kota Pekanbaru sebagai tempat penelitian di karenakan tempat hiburan
umum karaoke merupakan hal yang menjadi masalah sekarang ini
perlu diperhatikan, banyak tempat hiburan umum karaoke yang belum
mengindahkan peraturan yang di buat oleh pemerintah kota
Pekanbaru. Hal ini lah yang menjadi ketertarikan penulis melakukan
penelitian di lokasi tersebut.

3. Objek dan Subjek penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Pekanbaru dan
seluruh tempat Hiburan karaoke yang ada dikota pekanbaru,
sedangkan objek dalam penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan
waktu operasional tempat hiburan umum kota Pekanbaru menurut
Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Hiburan Umum.

4. Populas dan Sampel

Populas adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek

penelitian, sedangkan sampel bagian dari populasi yang akan diteliti,

! |rawan soehartono,metode penelitian sosial, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004) cet

ke-6 h. 35
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yang dianggap mewakili populasi.*?Populasi dalam penelitian ini
merupakan keseluruhan dari responden yang akan penulis teliti, dalam
hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Prgja Kota Pekanbaru sebanyak 2
orang dan kemudian tempat hiburan karaoke yang memiliki izin Ho
dari Badan Pelayanan Terpadu kota Pekanbaru sebanyak 30 tempat

karaoke.

. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling yang
dianggap relevan dengan penelitian yaitu ““Pureporsive Sampling”
daam ha ini penuli menentukan sendiri responden mana yang
dianggap dapat mewakili populasi.’* Penulis menetapkan jumlah
sampel bedasarkan jumlah populasi yang ada yaitu 1 orang Satuan
Polisi Pamong Prgja Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru dan 16.6% dari

jumlah Tempat Karaoke yaitu 5 tempat hiburan karaoke dan

pengelola.

. Jenis data dan Sumber data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam :

2 lrwan Soeharto, Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang

Kesgjahteraan Sosial dan IImu Sosial Lainnya, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1999), cet. Ke-1,

h.60

h.91

3 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta; Reneka Cipta,2010), cet. Ke-6,
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a. Data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari dari
responden penelitian dengan menggunakan wawancara dan dataini
tentunya berkenaan dengan pelaksanaan waktu operasional tempat
hiburan di kota pekanbaru di tinjau dari peraturan daerah kota
pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum.

b. Data skunder yaitu data data yang dikumpulkan dengan
mengadakan penelitian kepustakaan guna mendapatkan teori-teori
berupa perundang-undangan, buku-buku serta pendapat para ahli
yang memiliki relevans dengan pokok permasalahan dalam
penelitianini.

7. Alat Pengumpulan data

a Observas
Observas adalah pengamatan langsung di lokasi tentang fenomena
— fenomena yang terjadi dan yang terkait dengan judul penelitian
ini. Dalam observas ini dilakukan pengamatan dan pencatatan
secara sistematis, sebab data observasi ini di pandang lebih akurat.

b. Wawancara
Wawancara adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan
pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian
yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada Kepala Satpol PP
Kota Pekanbaru dan Pengelola Tempat Hiburan Umum Karaoke
yang ada di kota Pekanbaru

8. Andisisdata
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Setelah data diperoleh dan dikumpulkan secara lengkap baik data
primer maupun data sekunder, lalu data tersebut diolah dengan cara
mengelompokkan dan menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok
penelitian. Data hasil wawancara akan disgjikan dalam bentuk uraian
kaliamat. Selanjutnya data disgiikan dengan membandingkan atau
menghubungkan dengan ketentuan Undang — Undang dan pendapat
para ahli serta teori — teori yang mendukung, dan hasil perbandingan
kemudian akan terlihat adanya perbedaan dan persesuaian antara hasil
dan penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian
penulis simpulkan dengan cara deduktif yaitu penyimpulkan data dari
hal — hal yang bersifat umum kepada hal — hal yang bersifat khusus

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dari materi-materi yang

telah digariskan dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis menyusun

sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab | : merupakan penjelasan awal berisi Latar Belakang, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian dan sistematika penulisan

Bab Il : merupakan Tinjauan umum tentang lokasi penelitian yakni
Kota Pekanbaru vyaitu dalam bentuk profil singkat Kota

Pekanbaru



Bab 111

Bab 1V

Bab V
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: Merupakan Tinjauan Teoritis tentang Peraturan Daerah kota

Pekanbaru yakni peraturan daerah nomor 3 tahun 2002

tentang tempat hiburan umum.

: merupakan hasil penelitian dan pembahasan, uraian tentang

Pengawasan waktu operasiona tempat hiburan umum kota
Pekanbaru ditinjau dari peraturan daerah kota Pekanbaru
nomor 3 tahun 2002, faktor - faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan waktu operasiona tempat hiburan umum dikota
Pekanbaru, serta pelaksanaan pemberian sanks pada tempat
hiburan umum  yang melakukan pelanggaran waktu
operasional menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 3 Tahun 2002.

: Penutup memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang

dilakukan oleh penulis.



